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Abstract

Purpose: This study aims to determine the variables that affect
taxpayer compliance such as moral obligations, tax fairness, and
trust in government among MSMEs in DKI Jakarta.
Methodology: This study used a quantitative methodology to
assess variables related to research through respondent
guestionnaires about tax compliance to MSME’s in DKI Jakarta.
Using statistical software SmartPLS 4.0, data were analysed using
PLS-SEM techniques with outer and inner models.

Results: Moral obligation, tax fairness, and trust in government
variables comprise the 23 items that contain the variable
dimensions used to assess the validity of their effects on purchasing
decisions. The results show that moral obligation affects taxpayer
compliance. Meanwhile, tax fairness and trust in government do
not affect taxpayer compliance among MSMEs in DKI Jakarta.
Limitations: The limitations of this research include the variables
used, a limited number of respondents which prevents the results
from being generalized, and the potential for biased results due to
the use of questionnaires for data collection.

Contribution: This research is intended to provide an evaluation
for the government to enhance public trust and tax fairness and
broaden readers' understanding.
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1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara (Suyanto et al., 2016). Memiliki sifat
sebagai penerimaan negara terbesar, penerimaan pajak diukur dengan melihat tax ratio (rasio pajak).
Rasio pajak adalah proporsi atau persentase dari total penerimaan pajak yang dibandingkan dengan
produk domestik bruto (PDB) suatu negara (OECD, 2023) .
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Gambar 1. Tax-to-GDP Ratio in Asian and Pasific 2022

Sumber : OECD (2023)
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Gambar 1 menunjukkan rasio pajak negara-negara lingkup Asia dan Pasifik Tahun 2022. Rasio pajak
terhadap PDB Indonesia adalah 12,1% pada tahun 2022, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar
19,3% dan berada di bawah rata-rata OECD vyaitu sebesar 34%. Rasio Indonesia masih dikatakan
rendah, hal ini didukung dengan penyampaian Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwa rasio pajak
Indonesia tahun 2020 sebesar 8,32%, 2021 sebesar 9,12%, 2022 sebesar 10,39% dan 2023 turun
menjadi 10,21% (CNN Indonesia, 2024). Indonesia sulit untuk meningkatkan rasio pajak. Hal ini
disebabkan terdapat 47% merupakan sektor informal dan pengecualian pajak. Selain itu penghasilan
yang rendah menjadi faktor Indonesia sulit meningkatkan rasio pajak.

Pemerintah menjadikan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai prioritas utama karena
berhubungan dalam mencapai peningkatan penerimaan pajak (Pratiwi et al., 2024). Upaya-upaya
dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak salah satunya dengan kerjasama mengembangkan sinergi
oleh pihak-pihak terkait seperti antara fiskus dengan wajib pajak. Keterlibatan wajib pajak dalam
mematuhi perpajakan sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak mencakup membayar dan melaporkan.
Jika dilihat dari rasio perpajakan, kepatuhan wajib pajak Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini
sejalan dengan hasil kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak nonkaryawan. Oleh karena itu,
pemerintahan kota tetap melakukan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi seluruh
rakyat. Termasuk pemerintahan DKI Jakarta.

Setiap wajib pajak seharusnya patuh terhadap kewajiban pajak yang diberlakukan baik itu membayar
pajak maupun melaporkan SPT Tahunan. Ini berlaku bagi WP badan dan WP Orang Pribadi.
Pembayaran pajak dilakukan dengan syarat-syarat yang berlaku. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan
oleh seluruh Wajib Pajak yang memiliki NPWP, Wajib Pajak yang berpenghasilan kurang ketentuan
pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan. Sehingga, perlakuan ini diberlakukan oleh
pekerja karyawan dan nonkaryawan. Jika pekerja nonkaryawan tidak dikenakan pajak karena syarat
penghasilan tidak mencukupi, maka tetap wajib untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2021-2022

Uraian 2022 2021
Rasio Kepatuhan 86,80% 84,07%
Badan 67,15% 61,27%
Orang Pribadi Karyawan 93,71% 98,73%
Orang Pribadi NonKaryawan 69,11%  45,53%

Sumber: Laporan DJP (2022)

Faktanya kepatuhan wajib pajak untuk nonkaryawan dinyatakan rendah. Khusushya untuk pelaporan
SPT Tahunan yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan seorang wajib pajak. Ini berbanding terbalik
dengan wajib pajak karyawan. Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa di tahun 2022,
rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan WPOP Karyawan sebesar 93,71% sedangkan
untuk nonkaryawan hanya 69,11%. Persentase ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang
hanya 45,53%. Rendahnya kepatuhan wajib pajak nonkaryawan ini didukung oleh penelitian Brata et
al. (2017) yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) nonkaryawan lebih rawan untuk
melakukan pelanggaran pajak dibanding dengan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal ini
disebabkan WPOP nonkaryawan melakukan pencatatan dan pelaporan sendiri, oleh karena itu besar
kemungkinan terjadinya tidak kepatuhan formal dan materiil. Berdasarkan hal tersebut, peran
pemerintah dibutuhkan karena pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan inovasi untuk memenuhi
kewajiban pajaknya, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta penegakkan
hukum harus ditingkatkan oleh pemerintah khususnya yang mengatur hukum dan aturan perpajakan
untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Tambun & Ananda, 2022).

Subjek yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi nonkaryawan yaitu wajib pajak yang melakukan
pekerjaan bebas atau menjalankan usaha. Salah satu jenis usaha yang menggerakan sektor utama
ekonomi Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemilik UMKM melakukan
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self assessment system (Setyaningsih & Harsono, 2021). Self assessment system memiliki arti bahwa
wajib pajak sepenuhnya melakukan kewajiban pajak sendiri, sedangkan pengawasan dan pemeriksaan
menjadi tugas fiskus (Monalika & Haninun, 2020). Praktik self assessment system dapat terjadi
kemungkinan wajib pajak menghindari pajak dan menunjukkan perilaku tidak patuh pada pajak. Hal
ini didukung dengan makin banyak UMKM yang lambat dalam membayar pajak mereka, dan tidak
sebanding dengan meningkatnya pengeluaran negara (Mulyadin & Anasta, 2024).

Ketidakpatuhan dapat dilihat dari faktor individual yaitu moralitas wajib pajak dalam melakukan
kewajiban pajak atau kewajiban moral. Kewajiban moral mencerminkan sikap wajib pajak yang
meliputi perasaan bersalah, melakukan pelanggaran etika, dan memiliki prinsip hidup (Artha &
Setiawan, 2016). Selain moralitas dari seorang wajib pajak, keadilan pajak menjadi faktor penentu
kepatuhan wajib pajak. Menurut Yadinta et al. (2018), penetapan tarif pajak menjadi salah satu indikator
dari keadilan pajak. Hal yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk menyelesaikan ketidakpatuhan
pajak adalah melakukan perubahan tarif pajak, wajib pajak dapat menilai adil atau tidaknya berdasarkan
tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Selain fokus terhadap upaya meningkatkan kepatuhan
dengan melakukan perubahan tarif, peran pemerintah dalam menjaga citra juga diperlukan. Terdapat
beberapa pemberitaayadan negatif yang menyoroti pejabat-pejabat di pemerintahan, seperti
pemberitaan korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak.
Menurut Sari et al. (2022), percaya kepada pemerintah diukur berdasarkan penerimaan pajak yang
dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Sehingga, faktor kepercayaan pada pemerintah juga menjadi
faktor dalam kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memperoleh motivasi untuk meneliti kepatuhan wajib pajak untuk
wajib pajak orang pribadi nonkaryawan khususnya pemilik UMKM. Penelitian ini mengacu pada
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Taing & Chang, 2021) tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kewajiban wajib pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. Pada penelitian ini,
menggabungkan variabel kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah untuk
diuji kembali dengan subjek tertentu. Penulis menemukan terdapat hasil penelitian yang inkonsisten
pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian ketiga variabel tersebut dilakukan kepada para
UMKM di DKI Jakarta. Dalam memperluas teori, penulis menggunakan Theory Slippery Slope sebagai
landasan teori untuk variabel kepercayaan pada pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menguji pengaruh kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Theory of Planned Behaviour

Menurut Ajzen (1991) dalam teori psikologi sosial yang disebut Theory of Planned Behavior (TPB),
Niat berperilaku manusia menjadi dasar bagaimana manusia berperilaku, niat berperilaku tersebut
dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini merupakan
perkembangan Theory of Reasoned Action. Perbedaannya, pada Theory of Planned Behavior terdapat
penambahan perceived behavioral control. Setiap individu memiliki keyakinan akan yang mereka
peroleh dari tindakan yang dilakukan, sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut (Mawardi et al.,
2023). Teori ini mengemukakan tiga konsep yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku
(Taing & Chang, 2021). Penelitian ini menggunakan dua konsep yang relevan dengan topik.
Berdasarkan konteks kepatuhan pajak, faktor yang termasuk dalam konsep sikap yaitu tax morale
(moral pajak) yang menjelaskan kewajiban moral yang dimiliki oleh para wajib pajak. Keadilan pajak
menjadi salah satu variabel yang termasuk dalam konsep norma subjektif. Wajib pajak dapat
menentukan menjalankan perilaku patuh dengan melihat perlakuan adil yang diberikan oleh pemerintah
dan otoritas kepada mereka.

2.2 Theory Slippery Slope

Theori Slippery Slope yaitu teori yang mengasumsikan adanya kekuatan (power) dan kepercayaan
(trust) wajib pajak terhadap pemerintah atau otoritas pajak (Kirchler et al., 2008). Di sisi lain, teori ini
membahas kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Teori ini menjelaskan bahwa
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masyarakat akan ragu untuk melakukan perilaku patuh terhadap pajak apabila mereka ragu terhadap
pemerintah atau otoritas. Pemerintah atau otoritas pajak menjalankan peran mereka untuk menegaskan
para wajib pajak membayar pajak, salah satunya dengan menunjukkan bahwa pemerintah dapat
dipercaya oleh masyarakat. Oleh karenanya, teori ini mendukung peneliatan ini karena terdapat variabel
tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang relevan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat ketika mereka taat dengan undang-undang perpajakan dalam
memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan memiliki pengertian sebagai
kondisi wajib pajak dapat melakukan pemenuhan keseluruhan kewajiban perpajakan dan menjalankan
hak perpajakannya (Yadinta et al., 2018). Idealnya, wajib pajak memiliki sikap sukarela dalam
melakukan kewajiban pajak tanpa pemeriksaan, penyelidikan, teguran, dan sanksi sesuai regulasi yang
berlaku (Mawardi et al., 2023).

2.4 Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan moral individu yang mungkin tidak setiap orang miliki. Ini mencakup
etika, prinsip hidup, rasa bersalah, dan komitmen untuk melaksanakan memenuhi kewajiban perpajakan
dengan sukarela (Artha & Setiawan, 2016). Kewajiban moral merupakan Theory of Planned Behavior
karena wajib pajak yang bermoralitas yang tinggi maka memiliki niat untuk menunjukkan sikap
kepatuhan yang tinggi pula (Taing & Chang, 2021). Semakin positif moralitas yang dimiliki, maka
semakin positif kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral pajak dapat disebut dengan moral pajak.
Moral pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal disekeliling wajib pajak, seperti pemerintah, otoritas
pajak, dan lingkungan (Ghani et al., 2020). Moral perpajakan diukur berdasarkan sikap, perilaku dan
pendirian yang dianut sebagai landasannya melakukan kegiatan yang patuh pajak (Fitria et al., 2024).
Wiajib pajak akan membentuk kemauan secara sukarela patuh terhadap aturan dan hukum pajak yang
berlaku ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
(Nabila & Isroah, 2019; Mawardi et al., 2023) yakni terdapat pengaruh antara kewajiban moral terhadap
kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta

2.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan sebuah persepsi yang mana wajib pajak dapat menilai bahwa adnaya
keadilan pada mekanisme perpajakan saat mereka dapat menerima fasilitas yang sepadan dengan pajak
yang dibayarkan (Guzel, 2018). Pengertian lain keadilan pajak yaitu persepsi keseimbangan yang
harmonis antara pajak yang dibayarkan dan manfaatnya, khususnya barang publik yang diterima,
merujuk pada pandangan atau keyakinan individu atau masyarakat bahwa ada hubungan yang adil
(Hauptman et al., 2024). Keadilan juga merupakan salah satu prinsip perpajakan yang mengatur
pemungutan pajak, semakin besarnya penghasilan yang diperoleh maka pajak yang dikenakan juga
semakin besar. Keadilan pajak memiliki dimensi yang disebut dimensi keadilan. Dimensi keadilan
pajak meliputi keadilan umum, struktur pajak, dan kepentingan pribadi (Syahdan & Rani, 2014).
Keadilan pajak termasuk ke teori rencana keprilakuan (Theory of Planned Behavior), perilaku adil yang
diterima wajib pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak karena apabila otoritas atau pemerintah
memperlakukan wajib pajak secara tidak adil maka dapat mempengaruhi tingkah wajib pajak terhadap
kepatuhan pajak (Taing & Chang, 2021). Keadilan dalam sistem perpajakan dapat mempengaruhi sikap
positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Menurut Kassa (2021), ketika tarif pajak dianggap
masuk akal dan adil, para pembayar pajak akan merasa enggan untuk melakukan praktik penghindaran
pajak. Mereka akan cenderung melaporkan pendapatan tahunan mereka kepada pihak berwenang
dengan jujur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Mukoffi et al., 2022) yakni terdapat pengaruh
antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta
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2.6 Kepercayaan pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengertian yaitu masyarakat menunjukkan kesiapannya untuk
memberikan penilaian ke pemerintah meskipun mereka tidak memiliki wewenang secara langsung
untuk menentukan keputusan dan tindakan pemerintah (Jimenez & lyer, 2016). Kepercayaan pada
pemerintah relevan dengan Theory Slippery Slope dalam norma subjektif. Kepercayaan pada
pemerintah mengukur seberapa jauh masyarakat dapat menentukan kepatuhan wajib pajak, seperti
percaya dalam pemerintah ketika pemerintah melakukan transparasi dengan pendapatan pajak (Taing
& Chang, 2021). Jika tingkat kepercayaan rendah, kepatuhan tercapai bukan karena kesadaran atau
rasa tanggung jawab wajib pajak, tetapi karena mereka takut terhadap konsekuensi dari tidak mematuhi
peraturan pajak (Batrancea et al., 2022). Melalui rasa kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, maka
kesejahteraan rakyat dan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai (Mulya, 2019). Menurut Margaretha et
al. (2020), kepercayaan pada pemerintah menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan
pajak.Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wiharsianti & Hidayatulloh 2023; Zainudin 2022) yakni
terdapat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI
Jakarta

3. Metodologi penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan data primer sebagai acuannya yang
menggunakan data primer berupa data langsung yang didapat dari responden sebagai sumber data pada
penelitian ini.

3.2 Kerangka Pemikiran

Kewajiban
Moral (1)
H1
) L . Kepatuhan
Keadfla{li_}’ajaa H 3 Wajib Pajak
(X2 (¥)
H3
Kepercayaan
Pada
Pemerintah
{3)

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis (2024)

3.3 Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal yaitu skala likert sebagai pengukuran variabel
dengan jumlah 5 poin dengan keterangan sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menjadikan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data primer dengan bantuan
Google Form dalam penyusunan kuesioner dan disebarkan ke sampel yang dituju. Metode model
struktural digunakan sebagai pengolahan data. Structural Equation Model (SEM) berdasarkan jenis
alternatif PLS (Partial Least Square) menggunakan software SmartPLS versi 4.0 dengan bantuan
bootstraping.

3.4.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu selurun UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah pengambilan sampel
menggunakan rumus Lemeshow (1997) karena keterbatasan data sekunder sehingga tidak diketahuinya
jumlah populasi. Lemeshow Stanley dalam bukunya yang berjudul “Besar Sampel dalam Penelitian
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Kesehatan” merumuskan sebuah rumus yang disebut dengan rumus lemeshow. Penelitian ini
menggunakan rumus Lemeshow dengan menggunakan bobot nilai standar 1,96 (Z), estimasi proporsi
0,5 (P), dan nilai sampling error 0,1 dengan hasil akhir 96 responden dan dibulatkan menjadi 100
responden. Penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk pengumpulan sampel dengan
kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki UMKM

2. Berdomisili di Jakarta

3.5 Definisi Operasional Variabel
Bagian ini menjelaskan indikator dari setiap variabel yang digunakan. Indikator-indikator tersebut akan
berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang tercantum pada kuesioner. Setiap indikator variabel
berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi Indikator Skala
1 Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak adalah wajib Indikator variabel merupakan Likert
Wiajib Pajak pajak memiliki sikap sukarela dalam referensi dari Erica (2021) 5 poin
melakukan kewajiban pajak tanpa 1. Patuh untuk
pemeriksaan, penyelidikan, teguran, mendaftarkan diri
dan sanksi sesuai regulasi yang o patuh untuk
berlaku (Mawardi et al., 2023) menyetorkan Surat
Pemberitahuan Tahunan
(SPT) tanpa
keterlambatan waktu
3. Patuh secara
perhitungan dan
pembayaran pajak
terutang dari
penghasilan yang
diterima
4. Patuh atas pembayaran
dari tunggakan
pajaknya.
2 Kewajiban Kewajiban moral merupakan moral Indikator variabel merupakan Likert
Moral individu yang mungkin tidak setiap referensi dari 5 poin
orang miliki. Ini mencakup etika, Artha & Setiawan (2016)
prinsip hidup, rasa bersalah, dan 1. Melanggar Etika
komitmen untuk melaksanakan 2. Perasaan Bersalah
memenuhi  kewajiban perp_ajakan 3. Prinsip Hidup
dengan sukarela (Artha & Setiawan,
2016)
3 Keadilan Pajak  Keadilan pajak merupakan sebuah Indikator variabel merupakan Likert
persepsi yang mana wajib pajak referensi dari Yadinta et al. 5 poin
dapat menilai bahwa adnaya (2018)
keadilan pada mekanisme 1. Adil dalam

perpajakan saat mereka dapat
menerima fasilitas yang sepadan
dengan pajak yang dibayarkan
(Guzel, 2018).

pendistribusian pajak
2. Kesesuaian dan
keadilan manfaat yang
diperoleh
3. Wajib pajak membayar
pajak penghasilan lebih
sedikir dibanding
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dengan wajib pajak
lainnya

Ketidakadilan dalam
pemberlakuan
pengurangan pajak
Penetapan struktur tarif
pajak

4

Kepercayaan
Pada Pemerintah

Kepercayaan pada  pemerintah
memiliki pengertian yaitu
masyarakat menunjukkan

kesiapannya untuk memberikan
penilaian ke pemerintah meskipun
mereka tidak memiliki wewenang
secara langsung untuk menentukan
keputusan dan tindakan pemerintah
(Jimenez & lyer, 2016)

Indikator variabel merupakan
referensi dari Sari et al.
2022)

1. Pemberlakuan sistem

pemerintahan yang
dapat dipercaya
Pemberlakuan sistem
hukum yang dapat
dipercaya

Percaya dengan pajak
yang dipungut akan
dialokasikan ke
kepentingan rakyat

Likert
5 poin

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Instrumen atau pernyataan pada kuesioner diadaptasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel
kepatuhan wajib pajak memiliki 6 peryataan dari penelitian Artha & Setiawan (2016). Terdapat 7
pernyataan kewajiban moral yang tercantum pada kuesioner, pernyataan-pernyataan tersebut dari
penelitian Artha & Setiawan (2016). Variabel keadilan pajak memiliki 6 pernyataan dari penelitian
Yadinta et al. (2018). Variabel kepercayaan pada pemerintah terdapat 6 butir pernyataan dari penelitian
Windia & Meiliana (2022)

4. Hasil dan pembahasan
4.1 Karakteristik Responden
Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan diperoleh 100 responden
UMKM yang berdomisili di DKI Jakarta. Karakteristik responden meliputi usia, omset per tahun,
bidang usaha, tingkat pendidikan, bidang usaha, dan domisili.
Tabel 3. Karakteristik Responden

347

Karakteristik Jumlah Persentase
Usia

21 — 30 Tahun 15 15%
31 —40 Tahun 29 29%
> 40 Tahun 56 56%
Total 100 100%
Omset per tahun

< 50 Juta 73 73%
50 — 250 Juta 24 24%
251 — 500 Juta 1 1%
> 500 Juta 2 2%
Total 100 100%

Bidang Usaha
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Usaha Fashion 7 7%

Usaha Kuliner 37 37%
Usaha Laundry 5 5%
Lainnya 51 51%
Total 100 100%
Tingkat Pendidikan

SD 3 3%
SMP 5 5%
SMA/SMK Sederajat 48 48%
Perguruan Tinggi 44 44%
Total 100 100%
Domisili

Jakarta Selatan 51 51%
Jakarta Utara 14 14%
Jakarta Timur 6 6%
Jakarta Barat 12 12%
Jakarta Pusat 16 16%
Kepulauan Seribu 1 1%
Total 100 100%

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan data di atas, kategori usia responden di atas 40 tahun mendominasi sebesar 56 orang. Hal
ini berarti 56 orang merupakan pemilik UMKM. Selanjutnya, terdapat 73 responden dengan
penghasilan kurang dari 50 juta, sedangkan 27 responden lainnya memiliki omset yang lebih tinggi. Hal
ini menunjukkan bahwa responden memiliki keragaman ekonomi. Kemudian, responden terbanyak
berasal dari usaha lainnya sebesar 51 responden seperti bergerak di bidang jasa, usaha di bidang farmasi
dan kesehatan, usaha percetakan, dan lainnya. Data di atas ditemukan angka terbesar terdapat pada
tingkat pendidikan SMA/SMK Sederajat sebesar 44 orang. Hal ini menunjukkan pemilik UMKM
memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan mampu memahami kewajibannya untuk patuh
terhadap pajak. Lalu, karakteristik domisili responden didominasi oleh Jakarta Selatan dengan jumlah
51 orang atau lebih dari setengah keseluruhan total responden. Hal ini menunjukkan pemilik UMKM
memiliki lokasi usaha di Jakarta Selatan.

4.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk membantu memberikan visualisasi jawaban responden terhadap
kuesioner yang tersebar.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

N Min Max Mean Standard
Deviation
Kewajiban Moral 100 23.00 35.00 32.18 3.53
Keadilan Pajak 100 14.00 25.00 20.05 1.67
Kepercayaan pada 100 11.00 30.00 21.78 3.26
Pemerintah
Kepatuhan Wajib Pajak 100 15.00 30.00 27.70 3.40

Sumber: Data diolah penulis (2024)
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Berdasarkan tabel 4, variabel kewajiban moral yang memiliki 7 pernyataan memperoleh nilai minimal
sebesar 23, maksimal 35, mean 32.18, dan standar deviasi 3.53 ini menunjukkan menunjukkan bahwa
responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang disajikan pada variabel kewajiban moral. Variabel
keadilan pajak memiliki 6 pernyataan dan diperoleh nilai minimal sebesar 14, nilai maksimal 25, mean
20.05, dan standar deviasi 1.67. Variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki 6 pernyataan dan
diperoleh nilai minimal 11, nilai maksimal 30, mean 21.78, dan standar deviasi 1.67. Kedua variabel
yaitu keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai rata-rata yang kecil hal ini
menunjukkan masih banyak penilaian keraguan dan ketidaksetujuan akan pernyataan-pernyataan
keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki
6 pernyataan dan diperoleh nilai minimal 15, nilai maksimal 30, mean 27.70, dan standar deviasi 3.40.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan sebagian besar responden menyetujui namun terdapat pula beberapa
responden memiliki keraguan terhadap pernyataan-pernyataan kepatuhan wajib pajak.

4.3 Uji Convergent Validity

Validitas antara tiap-tiap indikator dengan variabel latennya dapat diuji melalui uji Convergent Validity.
Pengujian ini dilakukan dengan melihat Loading Factor dan Average Variance Extracted (AVE).
Indikator yang memiliki Loading Factor dengan bobot 0.5 diartikan dapat diterima (Tambun & Ananda,
2022) dan nilai AVE yang dapat diterima minimal sebesar 0.5 atau lebih tinggi ini menunjukkan
indikator membentuk lebih dari 50 persen variabel laten (Hair et al., 2021).

Tabel 5. Hasil Convergent Validity

Loading Hasil
Factor AVE
Kewajiban Moral 0.664
KM.1 0.658
KM.2 0.820
KM.3 0.877
KM.4 0.763
KM.5 0.858
KM.6 0.853
KM.7 0.848
Keadilan Pajak 0.609
KP.1 0.741
KP.2 0.774
KP.3 0.752
KP.4 -0.735
KP.5 -0.485
KP.6 0.504
Kepercayaan pada Pemerintah 0.670
KPP.1 0.679
KPP.2 0.642
KPP.3 0.783
KPP.4 0.942
KPP.5 0.934
KPP.6 0.910
Kepatuhan Wajib Pajak 0.757
KWP.1 0.876
KWP.2 0.890
KWP.3 0.878
KWP.4 0.933
KWP.5 0.871
KWP.6 0.733

Sumber: Data diolah penulis (2024)
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Data Loading Factor di atas menunjukkan terdapat 2 indikator yaitu KP 4 dan KP 5 tidak diikutsertakan
karena di bawah bobot minimal 0.5. Nilai AVE setiap variabel sebesar 0.609 hingga 0.757 sesuai
dengan nilai minimal.

4.4 Uji Discriminant Validity

Uji Discriminant Validity untuk menguji setiap variabel laten berbeda dengan variabel lainnya.
Penelitian ini menggunakan pengujian Fornell-Lacker Criterion Value. Pengukuran uji berdasarkan
nilai akar kuadrat AVE harus lebih besar dari semua nilai korelasi antar konstruk (Hair et al., 2021).
Adapun kriteria indikator yang lolos yaitu indikator yang memiliki bobot Loading Factor 0.5 atau lebih
dan nilai AVE yang dapat diterima minimal sebesar 0.50 atau lebih tinggi ini menunjukkan indikator
membentuk lebih dari 50 persen variabel laten (Hair et al., 2021).

Tabel 6. Hasil Discriminant Validity

Keadilan Kepatuhan Kepercayaan Pada Kewajiban
Pajak (X2) Wajib Pajak Pemerintah (X3) Moral (X1)
(Y)
Keadilan Pajak 0.780
(X2)
Kepatuhan Wajib 0.337 0.870
Pajak (Y)
Kepercayaan Pada 0.472 0.251 0.819
Pemerintah (X3)
Kewajiban Moral 0.340 0.811 0.201 0.815
(X1)

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk atau variabel laten menghasilkan nilai akar kuadrat
AVE lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruk laten lainnya. Nilai AVE variabel keadilan pajak
sebesar 0.780, kepatuhan wajib pajak 0.870, kepercayaan pada pemerintah 0.819, dan kewajiban moral
0.815.

4.5 Uji Reliabilitas

Setiap instrumen dapat diuji tingkat reliabelnya melalui uji reliabilitas. Nilai Cronbach’s Alpha dan
Composite Reliability dapat menjadi ukuran uji reliabilitas karena memiliki asumsi ambang batas yang
sama dengan Composite Reliability (Hair et al., 2021). Nilai yang diterima sebagai reliabel yaitu nilai
0.6 atau lebih.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Composite Composite
alpha reliability reliability
(rho_a) (rho_c)
Keadilan Pajak (X2) 0.765 0.791 0.857
Kepatuhan Wajib Pajak 0.918 0.922 0.939
(Y)
Kepercayaan Pada 0.915 0.947 0.922
Pemerintah (X3)
Kewajiban Moral (X1) 0.898 0.904 0.922

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil reliabilitas dari keempat variabel berdasarkan Cronbach’s Alpha dan
Composite Reliability menunjukkan angka di atas 0.6. Oleh karena itu, dilihat dari tabel di atas, maka
keseluruhan konstruk dinyatakan reliabel.
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4.6 Uji R-Square
Total pengaruh antara variabel independan dengan dependan secara simultan dapat diketahui dengan
melakukan uji R-Square atau uji determinasi.

Tabel 8. Hasil Uji R Square

R-square R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.666 0.655
Sumber : Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 12, angka pada R-Square Adjusted menunjukkan angka 0.655 yang berarti ketiga
variabel X (kewajiban moral, keadilan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah) memiliki pengaruh
pada variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 65.5%.

4.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan melihat Path Coeffisient tiap variabelnya. Hasil hipotesis dilihat
dari T Statistics dan P Values. T statistics sebesar 1.96 atau lebih besar maka variabel tersebut dapat
dikatakan signifikan dan P Values kurang dari 0.05 memiliki hasil bahwa hipotesis dapat diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Original T P Hasil
sample statistics values
Keadilan Pajak (X2) -> 0,034 0,343 0,731 Ditolak
Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Kepercayaan Pada 0,078 0,718 0,473 Ditolak

Pemerintah (X3) ->
Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Kewajiban Moral (X1) -> 0,783 12,440 0.000 Diterima
Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Sumber: Data diolah penulis (2024)

Tabel 8 menunjukkan bahwa keadilan pajak (X2) dan kepercayaan pada pemerintah (X3) tidak dapat
diterima karena nilai P Value-nya lebih dari 0.05. Sedangkan, kewajiban moral (X1) diterima karena
memenuhi syarat T Statistics dan P Value. Tabel 8 menunjukkan nilai P Value kewajiban moral <0.05
dan nilai signifikansi mencapai 12.440 (12.440>1.96) artinya hipotesis 1 yang menyatakan “kewajiban
moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak™ diterima. Sehingga hipotesis 1 dapat dibentuk bahwa
kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mawardi et al., 2023; Nabila &
Isroah, 2019; Taing & Chang, 2021) menyatakan kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh
kewajiban moral. Pengaruh kewajiban moral berarti pemilik UMKM memiliki etika yang baik dalam
melakukan kewajiban pajak. Kewajiban moral juga mencakup perasaan bersalah seseorang dalam
melakukan kecurangan dan memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu berdasarkan peraturan yang
berlaku. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menunjukkan adanya konsep sikap
terhadap perilaku yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam berperilaku dengan menilai dan
mengevaluasi sikap yang positif dan negatif. Implementasi dalam pajak yaitu wajib pajak UMKM
memiliki prinsip dan takut untuk melakukan kecurangan yang tidak sesuai dan melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perpajakan. Sehingga, wajib pajak UMKM dapat menilai bahwa perbuatan yang
dilakukan merupakan sikap yang positif untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji yang disajikan memperlihatkan nilai P Value keadilan pajak >0,05 dan nilai signifikansi
sebesar 0,343 (0,343<1,96) yang artinya hipotesis 2 ditolak. Sehingga hipotesis 2 dapat disimpulkan
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bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Hasil
ini berbeda dengan keadilan pajak pada Theory of Planned Behavior, karena terdapat persepsi yang
menunjukkan adanya ketidakadilan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (Amalia,
2020; Oladipo et al., 2022) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh keadilan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh keadilan pajak dapat terjadi karena wajib pajak UMKM
merasa perhitungan pajak yang diterapkan berdasarkan peredaran bruto sehingga tidak melihat
keuntungan atau laba yang didapat atau bisa terjadi karena kurang adanya manfaat yang mereka terima.

Kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai P sebesar 0,473 (0,473>0,05) dan signifikansi memiliki
nilai 0,718 (0,718<1,96) yang berarti hipotesis 3 ditolak. Sehingga hipotesis 3 dapat diketahui bahwa
kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI
Jakarta. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari (2019) yang menyatakan
kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruh oleh kepercayaan pada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah idealnya dapat mendukung perilaku patuh wajib pajak sesuai dengan
Theory Slippery Slope yang menyatakan bahwa pentingnya kepercayaan dan kekuatan yang harus
dimiliki oleh pemerintah. Namun, hasil dari penelitian bertentangan dengan Theory Slippery Slope.
Hasil menunjukkan terdapat kemungkinan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta dapat tidak patuh
terhadap pajak karena rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Hal ini dapat disebabkan adanya
beberapa kasus korupsi melibatkan pejabat pemerintah dan adanya asumsi hukuman tidak setimpal yang
dijatuhkan kepada petugas atau pejabat yang melakukan kejahatan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian hipotesis 1 menunjukkan kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Kewajiban moral juga mencakup beretika yang baik,
perasaan bersalah seseorang dalam melakukan kecurangan, dan memiliki prinsip untuk melakukan
sesuatu berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian hipotesis 2 menunjukkan keadilan pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Tidak adanya pengaruh keadilan pajak dapat
terjadi karena wajib pajak UMKM peraturan pajak yang diterapkan dan manfaat yang diterima dirasa
tidak sesuai dengan pajak yang mereka bayarkan. Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan pada
pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Hal ini
dapat disebabkan adanya beberapa kasus korupsi melibatkan pejabat pemerintah dan adanya asumsi
hukuman tidak setimpal yang dijatuhkan kepada petugas atau pejabat yang melakukan kejahatan.

Limitasi dan studi lanjutan

Keterbatasan penelitian ini meliputi variabel yang digunakan, jumlah responden yang terbatas sehingga

hasil tidak dapat digeneralisasikan, dan potensi hasil yang bias akibat penggunaan kuesioner dalam

pengumpulan data. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan penulis untuk studi lanjutan berdasarkan

hasil penelitian, sebagai berikut :

1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian seperti meneliti untuk daerah lain atau
meneliti untuk satu pulau dan dapat memperbanyak jumlah sampel berdasarkan populasinya.

2) Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang termasuk ke Theory of Planned Behavior seperti
variabel kompleksitas pajak.

3) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif agar lebih leluasa mengetahui dan
memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis ucapkan untuk Dosen Pembimbing atas arahan dan bimbingan selama
proses penelitian. Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah
memberikan support dan para responden yang telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner.
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